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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR    16   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 83 TAHUN 2017 

TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa ketersediaan infrastruktur, dan pemahaman serta 

kepercayaan masyarakat untuk pelaksanaan transaksi non 

tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang masih 

mengalami keterbatasan dan kendala, sehingga memerlukan 

proses pentahapan dalam pelaksanaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana               

dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang 

Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non 

Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11             

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016               

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 5679); 
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang                

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah                      

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang          

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5943); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia              

Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006             

Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang            

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2010 Nomor 4/A); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 

Seri C); 

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang            

Tahun 2017 Nomor 23 Seri D); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI MALANG NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG 

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 83 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai                 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 23 Seri D) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah dan 

ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Setiap transaksi Pengeluaran Daerah mengutamakan 

untuk dilakukan dengan transaksi non tunai. 

(2) Transaksi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi transaksi pengeluaran untuk 

Belanja Daerah yang terdiri dari: 

a. Belanja Langsung meliputi: 

1. belanja pegawai; 

2. belanja barang dan jasa; dan 

3. belanja modal. 

b. Belanja Tidak Langsung meliputi: 

1. belanja pegawai; 

2. bunga; 

3. subsidi; 

4. hibah; 

5. bantuan sosial; 

6. belanja bagi hasil; 

7. bantuan keuangan; dan 

8. belanja tidak terduga. 
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(3) Transaksi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) yang masih dapat dilaksanakan melalui 

transaksi tunai, meliputi: 

a. belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa dengan 

nilai transaksi paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah); 

b. belanja bantuan sosial sampai dengan Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah) yang diberikan kepada setiap 

individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non 

pemerintahan penerima bantuan sosial;  

c. belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana, 

dan/atau penggunaan dana siap pakai keadaan 

darurat bencana.  

(4) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

secara bertahap akan dilaksanakan menjadi transaksi 

non tunai. 

(5) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran 

Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus 

membuat dan menyimpan bukti transaksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dengan mengedepankan prinsip 

kehati-hatian dan tata kelola yang baik. 

(6) Dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana sudah 

memadai dan/atau kesiapan infrastruktur lainnya telah 

mendukung, baik infrastruktur keras maupun 

infrastruktur lunak, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

dapat mempercepat tahapan pelaksanaan transaksi tunai 

menjadi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4). 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat 

yakni ayat (2) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

 

(1) Biaya pemenuhan sarana dan prasarana serta 

infrastruktur dalam rangka pelaksanaan transaksi               

non tunai dibebankan pada APBD. 

(2) Biaya yang timbul sebagai akibat transfer dana dalam 

pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal                         

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 28 Mei 2018 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 28 Mei 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

Ttd. 

 

DIDIK BUDI MULJONO 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2018 Nomor 10 Seri D 


